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tingkat desa melalui implementasi e-government di Hulawa, Kecamatan
Paguyaman, Kabupaten Boalemo. Metode yang digunakan meliputi tiga tahapan:
sosialisasi program, pelatihan teknis, dan pendampingan intensif bagi perangkat
desa dalam penggunaan sistem digital untuk administrasi pemerintahan. Hasil
implementasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi pelayanan
publik, dengan percepatan proses administrasi desa pada layanan
kependudukan, dan transparansi pengelolaan anggaran desa. Pengabdian ini
menghasilkan rekomendasi strategis untuk pengembangan e-government
berkelanjutan di tingkat desa, yang mencakup penguatan infrastruktur digital,
peningkatan Kkapasitas SDM, dan penguatan regulasi pendukung, serta
pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam pendanaan dan pembinaan
berkelanjutan.
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Abstract

This community service aims to optimise village-level public services through the
implementation of e-government in Hulawa Village, Paguyaman Sub-district, Boalemo
Regency. The method used includes three stages: programme socialisation, technical
training, and intensive mentoring for village officials in the use of digital systems for
government administration. The implementation results showed significant
improvements in public service efficiency, with accelerated village administration
processes in civil registration services, and transparency in village budget
management. This service resulted in strategic recommendations for sustainable e-
government development at the village level, which include strengthening digital
infrastructure, increasing human resource capacity, and strengthening supporting
regulations, as well as the importance of local government commitment in funding and
sustainable coaching.
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1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah membawa perubahan fundamental dalam
tata kelola pemerintahan, termasuk pada level pemerintahan desa. Transformasi menuju pemerintahan
berbasis elektronik (e-government) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Penerapan sistem digital tidak hanya mempercepat
proses administrasi, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik serta
meningkatkan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa daerah di Indonesia,
seperti Desa Melung di Kabupaten Banyumas dan Desa Bilebante di Lombok Tengah, telah berhasil
mengimplementasikan layanan digital berbasis web yang mampu memangkas waktu pelayanan hingga
40% serta memperkuat sistem akuntabilitas publik (Kementerian Desa PDTT, 2024). Keberhasilan
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tersebut menjadi pembanding penting dalam memahami potensi penerapan e-government di tingkat desa
lainnya.

Desa Hulawa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, merupakan salah satu wilayah yang
menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis digital.
Secara geografis, desa ini terletak di wilayah perbukitan dengan akses jaringan internet yang belum
merata. Kondisi tersebut kerap menghambat pelayanan publik yang masih dilakukan secara manual,
sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang relatif jauh untuk mengurus administrasi. Secara
demografis, sebagian besar penduduk Desa Hulawa berprofesi sebagai petani dengan tingkat literasi
digital yang beragam. Faktor geografis dan sosial ini menimbulkan keterbatasan dalam pemanfaatan
teknologi informasi, baik bagi aparatur desa maupun masyarakat umum. Selain itu, letak kantor desa
yang berada di area menanjak menyebabkan waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk pelayanan
administratif menjadi lebih besar, sehingga digitalisasi pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak
yang tidak dapat ditunda.

Dasar hukum pelaksanaan e-government di Indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi landasan
nasional bagi digitalisasi birokrasi hingga ke tingkat desa. Regulasi ini menegaskan pentingnya integrasi
data dan peningkatan interoperabilitas antar sistem pemerintahan untuk memperkuat efektivitas
pelayanan publik (Amiril & Herawati, 2023). Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan
SPBE di wilayah pedesaan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur TIK,
minimnya dukungan anggaran, serta rendahnya kompetensi digital aparatur pemerintahan (Hariono et
al., 2020; Sindiana & Rodiyah, 2024). Kondisi ini juga dialami oleh Desa Hulawa yang memerlukan
pendekatan implementatif yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kesiapan sumber daya
manusianya.

Urgensi penerapan e-government di Desa Hulawa semakin tinggi seiring dengan meningkatnya
kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien. Untuk menjawab
tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis berupa pelatihan teknis bagi aparat desa, pendampingan
intensif, serta pembangunan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Penerapan aplikasi
berbasis web dan mobile diyakini dapat menjadi solusi inovatif dalam memperbaiki sistem layanan
administrasi desa yang selama ini berjalan lambat dan kurang efisien (Sucipto et al., 2022; Fathurrobbani
et al., 2023). Keberhasilan program digitalisasi ini akan sangat ditentukan oleh kesiapan aparatur desa,
dukungan pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengadopsi teknologi baru.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk
mengoptimalkan pelayanan publik di Desa Hulawa melalui penerapan e-government yang berfokus pada
peningkatan efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan desa. Program ini diharapkan tidak
hanya meningkatkan kapasitas digital aparatur desa, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara
pemerintah desa, akademisi, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang
partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

2. METODE

Metode Pengabdian ini dilakukan atas dukungan masyarakat dalam memperoleh layanan,
Pemerintah desa Hulawa Kecamatan Paguyaman telah mengapresiasi program E-Government ini
melalui pengabdian mahasiswa KKN Terintegrasi MBKM. Adanya Website desa lebih meudahkan
proses pelayanan Administrasi desa yang lebih mudah dan mengadtasi antrian layanan yang lama dan
panjang. Program pengabdian ini pula memanfaatkan potensi lainnya yang ada di Desa Hulawa
Kecamatan Paguyaman, yakni sumber daya manuasia, sarana prasarana, dalam menunjang pemafaatan
teknologi guna mendukung mengatasi masalah layanan administrasi desa. Dalam pengabdian ini
didampingi oleh mahasiswa dan karang taruna desa serta mengedukasi masyarakat dalam mengakses
informasi layanan pemerintah desa serta menciptakan kondisi usaha hasil pertanian desa secara
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berkelanjutan. Target kegiatan pengabdian mengacu pada permasalahan Desa Hulawa. Dalam program
pengabdian KKN Terintegrasi MBKM dilaksanakan dengan capaian tahapan kegiatan: 1) Tahapan
persiapan, tim pelaksana pengabdian dan mahasiswa peserta KKN MBKM melakukan observasi dan
pemantauan terhadap kegiatan pelayanan publik pada pemerintah desa Hulawa Kecamatan Paguyaman;
2) Tahapan pelaksanaan kegiatan, dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yakni : (a) perencanaan
program (musyawarah bersama), sosialisasi dan pelatihan, meliputi rencana kegiatan, peserta, tenaga
instruktur, dan rencana anggaran, sarana/fasilitas pendukung, (b) Kegiatan sosialisasi, dalam bentuk
pemaparan, dimana penyajiakan memberikan materi dalam bentuk diskusi serta tanya jawab yang
berhubungan dengan peningkatan layanan publik melalui penerapane-government yang dipersiapkan
dalam bentuk slide presentasi, (c) Kegiatan Pelatihan, dilakukan dengan metode pelatihan, yaitu melalui
pelatihan instruksional tahapan- tahapan yang terencana, memberikan petunjuk dalam penggunaan
sistem informasi berbasis website. Metode tersebut dilakukan untuk menunjukan proses kerja guna
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di desa menjadi bahan yang berguna efisien dan bernilai
bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat secara mendasar. 3) Pelaporan program, meliputi monitoring
dan evaluasi kegiatan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, serta hal-hal yang mendukung atau
menghambat pelaksanaan dalam program pelatihanini. Evaluasi hasil akhir dilakukan selama latihan
yaitu kepada seluruh peserta dengan menggunakan kriteria/indikator keberhasilan untuk penilaian,
penerapan dan pemanfaatan serta peningkatan layanan publik menjadi sistem informasi yang efisien
dan efektif bagi masyarakat. Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui indikator keberhasilan
program pelatihan, sehingga dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam merencanakan program
sosialisasi dan pelatihan serupa bersama pemerintah Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman sebagai Mitra
dalam pengabdian KKN terintegrasi MBKM. Seperti terdapat pada gambar 1, sebagai berikut:
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Program Unggulan

Kegiatan pengabdian ini mejadikan kegiatan inti atau unggulan pada aspek pelayanan publik
berbasis digital yang sangat dibutuhkan baik oleh penyelenggara pelayanan (pemerintah desa) dan
penerima layanan (masyarakat) itu sendiri, baik secara individu maupun kelompok. menjadi program
ungulan yang memiliki manfaat untuk masyarakat dan kelompok.

Penerapan e-government desa untuk saat ini buka lagi sebuah tren saja, melainkan sudah kebutuhan
penting di desa. Hal ini dimaksudkan “membangun Indonesia mulai dari desa” dalam kontek saat ini,
sebuah desa akan lebih maju dan berinovatif apabila merubah transformasi menuju pemerintahan
berbasis digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pelayanan
publik. Relevansi ini disebabkan bahwa pemerintah desa saat ini sangat membutuhkan layanan digital,
mengingat letak geografis desa diperbukitan dan Lokasi Kantor desa agak menanjak sedikit kearah
bukit, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga secara fisik. Dengan kondisi ini digitalisasi pelayanan
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desa merupakan bagian terdepan untuk memberikan pelayanan dalam kebutuhan masyarakat, baik
dalam pengurusan dokumen administrasi, penyampaian informasi, maupun pelaksanaan program
pembangunan desa

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang
berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, telah menjadi katalis bagi pemerintah daerah
untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal dalam rangka mendorong pembangunan wilayah
secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah dapat merancang dan melaksanakan program strategis yang memenuhi
kebutuhan khusus masyarakat lokal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi melalui
kerangka otonomi daerah ini, (Andirwan et al., 2023). Namun demikian, otonomi daerah juga
menghadirkan banyak masalah, terutama dalam hal menyesuaikan diri dengan persaingan di tingkat
nasional dan global,(Nurmandi et al., 2021; Wasino et al., 2023). Oleh karena itu, untuk memastikan
keberlanjutan pembangunan dan kualitas pelayanan publik yang optimal, strategi manajemen yang
berbasis data harus dikembangkan dan diterapkan, (Apriyanto et al., 2023; Mardinata et al., 2023).

Penerapan e-government di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman berawal dari kesadaran
pemerintah desa akan pentingnya transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Peluncuran website desa sebagai bagian dari program Kuliah Kerja Nyata Merdeka Belajar Kampus
Merdeka (KKN MBKM) oleh Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Gorontalo menjadi langkah awal implementasi ini. Website tersebut dirancang untuk menyajikan
informasi desa, mempromosikan potensi lokal, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan
public, (Annisa et al., 2023; Igirisa et al., 2020; Tohopi & Hulinggi, 2023).

Transformasi ini bertujuan untuk mewujudkan partisipasi publik melalui tata kelola desa dapat
menunjang adanya pemerintah yang besih dan dapat menunjukkan akuntabilitas yang baik, (Sri Mulatsih
et al., 2023). Sistem e-government memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan
dan pengawasan pembangunan, (Apriyanto et al., 2023) seperti melalui aplikasi e-planning yang telah
diterapkan di wilayah Kabupaten Boalemo. Pelaksanaan e-government publik dalam proses administrasi
desa yang lebih efisien, (Panjaitan & Listiorini, 2024; Wuryan Andayani et al., 2024). Dengan sistem
digital, pengajuan dokumen seperti surat keterangan domisili dapat dilakukan dengan lebih cepat,
mengurangi waktu dan biaya administrasi (Fransiska et al., 2024; Olis, 2024). Desa Hulawa Kecamatan
Paguyaman memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan responsivitas pelayanan. Tantangan ini
menjadikan penerapan e-government di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman juga menghadapi
tantangan signifikan. Faktor keterbatasan infrastruktur internet, keterampilan teknologi informasi, dan
komitmen pihak terkait sering menjadi hambatan dalam pengembangan sistem ini (Babys et al., 2024;
Rahmawati et al., 2024). Hal ini serupa dengan tantangan yang dihadapi oleh desa lain di Indonesia,
(Endah, 2020; Fransiska et al., 2024). Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Desa Hulawa
Kecamatan Paguyaman menjalin kerja sama dengan universitas lokal dan instansi terkait untuk
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan aplikasi
e-government telah membantu perangkat desa memahami teknologi yang diterapkan, (Olis, 2024; Rusli
et al., 2024)

Dari sisi regulasi, dukungan kebijakan pemerintah daerah menjadi pendorong penting, (Afrizal et
al., 2022). Dalam kasus pemanfaatan website desa di Kabupaten Boalemo, Studi empiris
mengindikasikan bahwa artikulasi visi pembangunan daerah telah mengalami transformasi signifikan
melalui integrasi sistematis e-government, yang terefleksi dalam akselerasi pengembangan infrastruktur
smart city dan smart village sebagai manifestasi konkret dari digitalisasi layanan publik, (Ramadani et
al., 2024; Suryandari et al., 2019). Adopsi sistem e-government juga membuka peluang bagi

Halaman 71


https://doi.org/10.37915/EJPPM.v4i2

EMPIRIS: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat (EJPPM) Vol. 3, No. 2 Oktober 2025, Hal. 68-74
DOI: https://doi.org/10.37915/EJPPM.v4i2

pengembangan ekonomi lokal. Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman mulai memanfaatkan platform
digital untuk mempromosikan produk unggulan dan potensi desa. Hal ini diharapkan dapat
meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) melalui akses pasar yang lebih luas, (Ihsan et al., 2021).

Pengabdian mengenai implementasi e-government di berbasis digital desa ini menunjukkan
bahwa keberhasilan bergantung pada komunikasi yang efektif antar-stakeholder. Melalui koordinasi
yang baik, perangkat desa dapat memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat (Andirwan et al., 2023). Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman juga menjadi bagian yang
mampu menopang potensi desa melalui penggunaan website desa sebagai contoh inovasi desa dalam
memanfaatkan teknologi untuk tata kelola keuangan dan sebagainya. Analisis empiris terhadap adopsi
Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mengindikasikan adanya korelasi positif dengan peningkatan
kualitas laporan keuangan desa, meskipun studi longitudinal menunjukkan bahwa efektivitas sistem
masih memerlukan pengembangan protokol pengawasan yang terstruktur dan optimalisasi
berkelanjutan, (Istiqomah et al., 2022; Putra et al., 2012; Rahayu, 2018).

Secara keseluruhan, penerapan e-government di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman menjadi
contoh transformasi digital di tingkat lokal yang berhasil mengintegrasikan teknologi dengan kebutuhan
masyarakat. Meski masih menghadapi tantangan, inisiatif ini menunjukkan potensi besar dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan desa secara keseluruhan.

Kegiatan ini dilakukan secara berkelnajutan, mulai penempatan mahasiswa ke Lokasi desa sampai
saat program dilaksanakan. Tahapan evaluasi dan monitoring dilakukan baik oleh dosen pembimbing
lapangan maupun oleh pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas
Negeri Gorontalo. Hal ini membuktikan adanya kegiatan yang dilakukan benar-benar sangat dibutuhkan
oleh stakeholder terkait dan adanya implementasi teori dan praktek ilmu penegtahuan dalam mengatasi
permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa. Ada tahapan lain secara signifikan berkaitan dengan
infrakstruktur pendukung, serta efektivitas pelatihan yang sudah dilakukan yang berimplikasi pada
komitmen dan konsistensi pemebrian layanan digital desa. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini
sangat dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan output dan outcome terhadap kualitas pelayanan
publik yang diberikan. Efisiensi waktu pelayanan serta akurasi data serta biaya operasional akan
memebrikan kepuasan pengguna maupun penerima layanan itu sendiri.

Program pengabdian ini terdapat berkeberlanjutan ada beberapa hal penting dapat dilakukan
yakni: 1) pengembangan kompetensi digital berkelanjutan bagi perangkat desa; 2) serta peningkatan
infrastruktur pendukung secara bertahap; 3) penguatan sistem keamanan data; 4) pengembangan fitur
sesuai kebutuhan masyarakat; 5) ntegrasi dengan sistem pemerintahan yang lebih luas. Selain itu
terdapat tantangan yang perlu diantisipasi dalam keberlanjutan pengabdian ini: 1) kesenjangan digital
di masyarakat; 2) keterbatasan anggaran pemeliharaan; 3) resistensi terhadap perubahan; 4) kebutuhan
pembaruan teknologi; dan 5) keamanan data dan privasi.

Dalam penguatan program kegiatan dalam hal pengawasan tim telah melakukan secara holistik
dengan melakukan dan memperkuat koordinasi listas sektor yang berkepentingan guna menunjang
program yang dijalankan. Hal ini dibuktikan telah ditandatangananinya Implementasi Kerjasama (IA)
antara Dekan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Boalemo, Pemerintah Kecamatan
Paguyaman, dan Pemerintah Desa Hulawa guna keberlanjutan program pengabdian pada periode
selanjutnya.

4. KESIMPULAN

Implementasi e-government di Desa Hulawa, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, telah
memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan
kapasitas aparatur pemerintahan desa. Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan
intensif, perangkat desa mampu mengoperasikan sistem informasi berbasis web untuk mengelola
administrasi, publikasi kegiatan, serta transparansi keuangan desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya
peningkatan efisiensi waktu pelayanan hingga 60%, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap
layanan publik berbasis digital. Keberhasilan program ini didukung oleh kolaborasi yang kuat antara
pemerintah desa, perguruan tinggi, dan masyarakat lokal. Pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam
membangun kesadaran digital dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Meski
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demikian, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu mendapat perhatian, seperti keterbatasan
infrastruktur jaringan, kebutuhan pelatihan lanjutan, dan perlunya pembaruan perangkat keras secara
berkala. Untuk keberlanjutan program, direkomendasikan beberapa langkah strategis, yaitu: 1).
Melaksanakan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur desa guna memperkuat kompetensi digital.; 2).
Mengembangkan sistem keamanan data dan privasi sesuai pedoman nasional; 3). Mengintegrasikan
sistem informasi desa dengan platform pemerintah daerah agar tercipta interoperabilitas layanan publik;
4). Menggalang dukungan pendanaan dari pemerintah daerah, akademisi, dan mitra pembangunan untuk
pembaruan infrastruktur digital; 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan
daring serta pengawasan berbasis transparansi publik. Dengan demikian, program pengabdian ini bukan
hanya menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga menjadi katalis bagi transformasi tata kelola
pemerintahan desa menuju smart village yang adaptif, transparan, dan berkelanjutan.
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menuju pelayanan publik yang lebih inklusif dan berkeadilan.
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